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ABSTRAK

A JABAL ARAFAT HALIM. 2021. inovasi Pemerintah Melalui Mall
Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten
Bantaeng (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui inovasi kebijakan
iversam melalui Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng yaitu terjadi
inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menjadi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bautaeng serta untuk
mengetahm faktor pmgh dala pelaksanaan inovasi pelayanan

aten Bantaeng. Jenis penelitian
pendekatan desknpuf ymtu
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Kata kunci : inovasi, pelayanan pubulik, mall pelayanan publik.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam sejarah perkembangan peradaban ummat manusia tidak bisa
lepas dari kehadiran sebuah institusi yang dalam masyarakat modern di sebut

negara. Negara ini kemudian b
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setiap anggota masyarakal mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi mencapai kemajuan bersama (Moenir, 2000)

Permintaan pelayanan publik terus meningkat baik secara kualitas

maupun secara kuantititasnya. Hal tersubut terkait dengan semakin

meningkatnya  jumlah  penduduk, meningkatnya Pendidikan,




meningkatkan jumlah kebutuhan, semakin beragamnya lapangan pekerjaan
dan semakin bertambahnya tingkat kesejetaraan hidup masyarakat. Pelayanan
public bukan hanya bersifat administrasi saja tetapi lebih tinggi dari pada itu
yaitu pemunuhan keinginan dari publik, oleh karana itu di perlukan kesiapan

administrator pelayanan publik agar dapat di capai kualitas pelayanan publik

masyarakat. Pemerintah yang akrab disebebut birokrasi selama ini cenderung
mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Di mana masyarakat

menilai bahwa pelayanan yang diselenggarakan terkesan lama, berbelit-belit,




dengan persvaratan vang rumit dan regulasi yang tidak pleksibel, sehingga
kondisi yang terjadi pada saat ini tidak menguntungkan masyarakat.

inovasi merupakan implikasi dari karakteristik wirausahawan yang
mampu membawa perubahan pada lingkungan seckitarnya. inovasi secara
tidak langsung menjadi sifat pembeda antara wirausahawan dengan orang

biasa, maupun pengusaha. Seorang wirausahawan akan selalu memikirkan
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Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Dalam

sektor publik, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu

pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan




sifatnya menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan
publik, secara isi pada prinsipnya harus memuat sebuah inovasi baru.

Sebagaimana kita ketahui, selama ini masih banyak kekurangan dari

penyedia layanan publik sebagaimana yang dirumuskan dalam seminar
evaluasi kualitas pelayanan publik dinyatakan bahwa terdapat beberapa
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Pada tahun 2017 pemerintah mencetuskan kebijakan melalui
Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
(KemenPan-RB) no.23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan
publik baik di pusat maupun di daerah. Hal ini bertujuan agar masyarakat




dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan

dalam satu Gedung, baik itu pelayanan perizinan, non perizinan dan informasi

pelayanan/pengaduan layanan yang ada di mall pelayanan publik (MPP).
Keberadaan mall pelayanan publik (MPP) ini meliputi seluruh

palayanan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Bedasarkan latar belakan di atas, maka penulis mencoba menganalisis
lebih mendalam terkait sejauh mana tingkat kesuksesan kebijakan penerapan

mall pelayanan publik, mencari perbedaan metode pelayanan satu atap dan




satu pintu dengan pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik dalam
penerapannya di kabupaten Bantaeng dengan melakukan penelitian yang
berjudul “INOVASI PEMERINTAHAN MELALUI MALL PELAYANAN
PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN
BANTAENG™ penulis mengangkat ini sebagai sebuah objek karya ilmia
mengingat sejauh ini covid-19 masih menjadi penghambat dari suksesnya
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D. Manfaat penilitian
1. Manfaat akademik

Mamfaat bagi akademik dalam penelitian ini adalah sebagai

referensi cifitas akademika yang dapat menunjang untuk pengembangan




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Dan Teori

1. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NAMA JUDUL HASIL PENELITIAN
' clayane Melalui Mal Pelayanan Publik di

S e

terhadap inovasi e-billing ini.
namun 46 diantara keberhasilan
inovasi pelayanan e-billing ini
penulis  masih  menemukan
kurangnya pemahaman
masyarakat dalam menggunakan
teknologi dan kurangnya minat
dalam memanfaatkan sarana




Ulfa dan | Inovasi Sistem Informasi | Hasil penelitian menunjukkan
Andi Manajemen Administrasi | bahwa Inovasi Sistem Informasi
Ni'mah | Informasi Perizinan di Manajemen Adminstrasi
Sulfiani | Dinas Penanaman Modal | Perizinan yang diterapkan di
(Jurnal) | dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan
Satu Pintu Kota Palopo Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palopo belum memberikan
manfaat lebih kepada pengguna
layanan, dikarenakan budaya,

\

(Pratama, 2013)

Definisi dari inovasi itu sendiri menurut Wes& Far (Ancok, 2012)
adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses ,produk
dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya vang dirancang
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untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi
maupun masyarakat luas,

Evers M. Rogers (Suwarno, 2008) mendefinisikan bahwa inovasi
adalah suatu ide, gagasan , praktek atau objek/benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk
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Adapun pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam
memahami inovasi,  salah satunya Schumpeter (Suyono, 2015)
mengumukakan inovasi adalah yang membatasi pengertian inovasi yaitu :
“restricted themselves (o novel products and processes finding a
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commercial application in the private sector”, Dalam pembatasan ini

Schumpeter menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu:

a. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi
hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru.

b. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi
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dalam (Wahyuni, 2016) mendefinisikan dalam pengertian yang agak luas
sebagai “perubahan dalam perilaku”. Holvorsen pun menyatakan bahwa
tidak ada satupun definisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi

di dalam evolusi yang konstan. Inovasi merupakan proses pemikiran dan
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pengimplementasisan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan
(Novelty) dan kebermanfaatan (expediency), LAN, Mulvadi, dkk,
(Atthahara, 2018)

Menurut Rogers Inovasi dalam (Fatonah & Afifi, 2008) adalah ide,

praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi
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b. Compatibility atau Kompabilitas.
Inovasi juga sebaliknya mempunyai sifat kompatibel atau
kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar

inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja selain karena
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alasan faktor biaya yang sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi
bagian dari proses transisi ke inovasi baru. Selain itudapat memudahkan
proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi secara lebih

cepat.

¢. Complexity atau Kerumitan.
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3. Level Innovative Governance (tingkat tata Kelola inovasi)

Level innovative governance dilihat dari sejauh mana pelaksanaan
dari best practices menurut United Nations dalam Sangkala (Suyono, 2015),
yang terdiri atas :
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1. Dampak (Tmpact)
sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak positif dan
dapat dilihat (rangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan
masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.

2. Kemitraan (partnership)
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d. ang.| akuntabel dapat
membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan
keuangan.

4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan community

empowerment) yakni :




a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik.

b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat
tersebut.
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4. Jenis-jenis inovasi dalam sector publik.

Halversen dkk dalam (Saenab, 2017) membagi tiga tipe spektrum
inovasi dalam sektor publik :
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a. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat

perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan yang
sudah ada.

b. Top Down Innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka

yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari

» radical change of rationality (perubahan radikal)
inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan
baru serta standard operating system yang baru bagi sektor publik untuk
meyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti
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and Guido Bertucci (Suyono, 2015) inovasi dalam governance maupun
administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas
masalah-masalah lama.

Kemudian Adriana Alberti and Guido Bertucci (Suyono, 2015)
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¢. Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian
pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan-
sentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan

dan kemudahan akses layanan.
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d. Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance
(seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance,
reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan hoizontal).

5. Dimensi inovasi sektor publik

Sedangkan menurut Halvorsen dalam (Yuningsih, 2020) Dimensi
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6. cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi

lain,




6. Faktor penghambat inovasi

menurut Albury (Suwarno, 2020), faktor penghambat inovasi di
sektor publik antara lain:

1. Keengganan menutup program yang gagal.
2. Ketergantungan berlebihan terhadap high performer (bekinerja tinggi).
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Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman
permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda
setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas
kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam

lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi




tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu
vang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya
performance gap atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang

memicu proses pencarian novasi dalam organisasi. Fase selanjutnya

adalah marching atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah
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struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

. Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara
meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen
organisasi dalam keseharian kerjanya.
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c. [Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi
budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang
kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang
terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang
berlebihan.

d. Fase rutinisasi adalah fase'di mana inovasi sudah diangap sebagai

memperbaiki legitimasi dari masyarakat.

c. inovasi di governance dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai
negeri yang bekerja disektor publik sebagai pendorong
pengembangan secara kontinyu. Inovasi dapat melahirkan kapasitas
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inspirasional yang dapat membangun sense of inspirasi di antara
d. walaupun inovasi terbatas pada intervensi governance atau inisiatif

mikro, mereka dapat menghasilkan efek domino, kesuksesan inovasi

pada suatu sektor dapat membuka pintu bagi inovasi di tempat lain.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rankaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jas
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dan/atau pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Penyelenggara pelayan publik yang di sebut penyelenggara adalah
setiap institusi penyelanggara negara. korporasi, independent yang di bentuk
yang berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public, dan
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3. Prinsip mall pelayanan publik
Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi (KemenPan-RB).penyelenggaraan mall (2017) dalam penetapan

no.23 Tahun 2017, tujuan adanya MPP yaitu:

4. Pemerintah Kota Dempasar
b. Peraturan menteri, Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi  Birokrasi  (KemenPan-RB) Tahun 2017  tentang

pen}'elaaagaman mall pelayan public
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¢. Keputasan menteri, Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) No.11 Tahun 2018 tentang
penetapan lokasi penyalanggaraan mall pelayanan public (11 lokasi)
C. Kerangka Berfikir
Kerangka fikir ini memberikan gambaran tentang [Inovasi

Pemerintahan Melalui Mall Pelayaan Publik Pada Masa Pandemic Covid-19
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Untuk mengatahui inovasi yang di lakukan pemerintah

Kabupaten Bantaeng pada mall pelayanan publik di tengah
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D. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi focus
penelitian adalah Inovasi pemerintahan melalui Mall Pelayanan Publik pada
masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

E. Deskripsi Fokus Penelitian
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yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain
itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran

4. Kerumitan (complexity), yang dimaksud dalam penelitian yaitu
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pemahaman dalam menjalankan kebikajan mall pelayanan publik di masa
pandemi covid-19.
5. Kemampuan diuji cobakan (trialability), yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu derajat dimana suatu inovasi dapat diuji




BAB III

METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu 2 (dua) bulan di mall

pelayanan publik. Alasan pene]iti memilih lokasi ini karena Pemerintah Kab.
Bantaeng melakukan i

pubhk(MPP}mtengshpandemt
covid 19, Oleh karens neliti.tentang inovasi pemerintah
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semua permasalahan vang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk

menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat

diambil suatu kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah

dalam melakukan penelitian dan pengamatan.




C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini disaring dari sumber data primer dan
data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.
1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung
(observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan
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dengan penelitian vang sedang dilaksanakan. Adapun informan dalam

penelitian ini sebagai berikut:




Tabel 3.1.Informan penelitian

No Informan Jumliah

i | Mt TaRER, SSMAp [ SoPat® Divan BMPISE Kebwpsten
Bantaeng

2. | Riswanty , ST Kasi Perencanaan dan Regulasi PM

Kabid Pelayanan Perizinan dan Non
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Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam
kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu :pemerintah
daerah dan masyarakat di kabupaten bantaeng. Wawancara ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai inovasi pemerintahan




pada mall pelayanan publik di masa pandemi covid 19 di Kabupaten
Bantaeng,

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana arsip-arsip
yang dianggap menunjang dan penting dengan persoalan yang akan di teliti
baik berupa buku-buku, laporan tahunan, jurnal, karya tulis ilmiah,
dokumen peraturan pemerintah sérta undang-undang yang telah ada pada
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berlangsung secara interaktif. (Pertama), Reduksi Data, yaitu cara memilih,
memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data
misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan

untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak




perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat.
(Kedua), Penyajian Data, seperti menyusun data dan mempersentasikan data
dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa
matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya. (Ketiga),
Menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan
kesimpulan awal masih belum ku@t, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir
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wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

yang ada.




. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai penguji kreadibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengonirol data pada sumber yang sama dengan
menggunakan teknik yang berbeda, Misalnya data yang diperoleh dari
hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan

dokumen. Apabila dengan tekmik pengujian kreadibilitas data tersebut




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan sebutan * Butta Toa™ terletak

di Provinsi Sulawesi Selatan. oupaten ini mempunyai luas wilayah

pada bagian barat ke timur kabupaten yang salah satunya berpotensi untuk
perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke

pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari
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permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di
alas permukaan laut.

Gambar 4.1: Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bantaeng
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umum mengindikasi pergerakan ekonomi daerah dari akiifitas penduduk
disektor rill cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Rata- rata
pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng mencapai diatas 2,40% jika
dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Sulawesi selatan yang
hanya mencapai sebesar 1.57% (BPS Sulsel, 2012).
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Permasalahan penyajian data jumlah penduduk selama ini, terdapat

kecenderungan perbedaan antar jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk yang ada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng

berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun

2012 berjumlah sebanyak 185

jiwa atau lebih tinggi dibanding data

Badan Pusat S berjumiah 179.505 jiwa vang
terdiri atas 92.555 jiwa penduduk
ai 453 jiwa /
@ A A ]
J A )
2019
: 37.301
\~”
~ ] 31.422
% 140 | 23277
Q
4 814 | 10.986
5 29.305 | 29.478
[N
6 11.945 | 12.014
7 laran 4 . % 16.029 16.117
8 Eremeresa 18.213 18.351 18.614 18.809 18.910
Jumlah 172.849 | 174.176 | 176.699 | 178473 | 179.505

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.
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Sedangkan dari sisi struktur umur penduduk yang menggamha:km
secara umum tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat
ketergantungan penduduk. Dikemukakan bahwa Persentase jumlah
penduduk umur 15-64 tahun atau disebut dengan usia produktif sebesar
68,37 persen dan persentase jumiah penduduk yang umur 0-14 sebanyak

31,03 persen dan mereka yang Berumur 65 tahun ke sebesar 5,07 persen.
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Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala

Bupati Bantaeng, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas membantu
Bupati Bantaeng di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di




Bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. dengan tugas dan
fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-
tugas Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di

bidang perizinan dan non perizinan ;
f. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan informasi, pemrosesan atau
pengolahan dan pelaporan penyelenggaran perizinan dan non
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g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian atas
pengaduan

h. Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ;

i. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
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2. Misi

e  Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,




o Meningkatkan akselerasi program pengetasan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja - Meningkatkan akses, pemerataan, dan
kualitass pelayan kesehatan dan pelayanan social dasar lainnya.

e Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infastruktur
yang berbasis kelestarian lingkungan.

ekonomi kerakya
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f. Sumber Daya Manusia

Data PNS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Kabupaten Bantaeng menurut Pangkat/Golongan dan
Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ;

Table 4.2 : pegawai dan golongan DPM-PTSP Kabupaten Bantaeng 2020
NAMA / NIP \‘_J'l“'”_ JABATAN
NONGAN

Muhammad [afsir T a T Kﬂﬂhm

E&M
rz '\'\Pts MUHA>.\

A"‘Vﬂ’v‘\‘\PKASS4 40
o
\\\\'h”:///
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AR

R is I h - .
NIP, i‘*‘“""-“Il;u_-.ur-g_-l::M'ht- ] lasi PM

A

Kartina . K Penata TTVe Kasi  Pengkajian

NIP. 197111141992032008 ' ' dan Pengembangan
Potensi PM
| 10. Jumbhariani, S.E Penata [Tl/c Kasi  pengelolaan
NIP. 19800704 200502 2 data, pemeriksaan
005 dan pelaporan _
11.  Mahatit M,SH Penata [I/e  Kasi Pelayanan
NIP. 19811105 200604 1 perizinan dan non

018 perizinan




dan evaluasi
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12.  Muslimin, S.Sos Penata Tk, | Kasi pengawasan
NIP. 19690201 198901 1 M/d PM
002
NIP. 19850720 201001 1 Pengembangan dan
027 materi promosi PM
14. Hj. Irmawati, S.Sos Penata Tk. | Kasi Fasilitasi
NTF IPTZB&HIMHWT i/d kerjasamn
16.  Hj. Fitriani, SE Kasi pengaduan

NIP. 19821209 201408 1 Tk.I1l/b
001

25. Rahmawaty  Nawawi, Penata Muda Staf
198408302007012002
26. Muh. Rizal Nur Pengatur Muda  Staf

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng 2020
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Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,
saat ini kondisi aparat dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebanyak
26 (Dua Puluh Enam) orang, serta staf Magang 22 (Dua Puluh Tiga) Orang,
untuk melayani 46 jenis izin. Aparat tersebut direkrut berdasarkan

kompetensi pada bidangnya masing-masing, schingga telah memiliki

Penanaman Modal Pe: Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten

Bantaeng telah ¢

/"'Q‘P\S MUH PMPISP Kabupaten
. $Qg~ J\“P‘KASS‘L? 40

. ‘\\\A\lh,///)

Syamsuriana, S.E 2015255165  Magang

Nurhikmah Hajat, SE 2015255173 Magang




' Riska 2015255236  Magang

Magang

K¢ q‘{\§ ’%\‘:‘—‘:"T“'\;{/ ;//,
— AC): | D

7S
! |
'&_\

1
2‘ g
3. Diploma 10mng - 1 Orang K2
4. SMU 40rang  10mng | OrangK2

Jumiah 26Orang 22 Orang

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Baniaeng 202()
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B. Inovasi Pemerintahan Melalui Mall Pelayanan Publik Pada Masa
Pendemi Covid -19 Di Kabupaten Bantaeng.

Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Dalam
sector publik, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu
pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan

sifatnya menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan
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non perizinan dan informasi pelayanan/pengaduan layanan vang ada di mall
pelayanan publik.Keberadaan mall pelayanan publik ini meliputi seluruh

palayanan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah




serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah dan
Swasta,
Penerapan inovasi mal pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng

merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang saat ini sedang
diagungkan oleh pemerintah yaitu melalui Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformiasi)Berikrosi (KemenPan RB). Hal ini

juan reformasi birokrasi, yakni

\\ l Lot
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new public manajemen (manajemen publik baru) dan new public service

(pelayanan publik baru). Mall Pelayanan publik akan membuat pelaksanaan

kedua hal tersebut menjadi lebih efisien dan berjalan baik.Keduanya harus

berjalan beriringan dalam upaya pemenuhan kewajiban dan hak masyarakat
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atas pelayanan.Sehingga semua sektor pelayanan berjalan lebih efisien di
Mall Pelayananan Publik ini sekaligus sebagai upaya dalam mendukung

terciptanya zona integritas yang bebas korupsi.

Dalam hal ini Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu daerah yang

gencarnya melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan layanan kepada

ndemi covid 19

daring harus

menjadi perhatian utama di dinas terkait. Mall pelayanan publik bertempat
di JI. Kartini No.2 Kabupaten Bantaeng yang mulai berdiri secara resmi
tanggal 20 januari 2020, mall pelayanan publik Kabupaten Bantaeng ini
merupakan salah satu trobsan yang dilakukankan pemerintahan kabupaten
Bantaeng untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng,




sehingga di bentuk mall pelayanan publik yang terintegrasi dari banyak
pelayanan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT MPP KABUPATEN BANTAENG.

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN

4. Layanan Kartu Keluaga

. Layanan Akta Kelahiran dan Kematian

. Layanan pengambilan KTP,KK Akta
Kelahiran dan Akta Kematian

. Layanan Informasi dan Pengaduan

. Paspor Baru

. Paspor Pengganti _

10. Paspor untuk anak di bawah 17 tahun

11. Pasapor hilang dan rusak
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4 POLRES 12. Pelayanan pembuatan SIM baru
13. Pelayanan perpanjangan SIM

14. Pembuatan SKCK

15. Surat kehilngan barang

16. Layanan informasi pengadaun

5 SAMSAT 17. Pengesahan STNK

18. Pajak tahunan kenderaan bermotor
19. Asuransi Jasa Raharja

6 PT. PLN (persera) 20. Pembayamn u.gihan listrik

-\

[ S \\‘\‘HHH[I
\\ R ’4»{,1.4' N ﬁ

OO
il & %

42. Punh:mnmdl!hﬂhngtanpaahm
43. Konsultasi  perpajakan  penerimaan  SPT
tahunan

4. Asistensi layanan mandiri
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng 2020
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1. Keunggulan relatif (relative advantage)
Keunggulan relatif (relative advantage), yang dimaksud dalam penelitian
ini yaitu inovasi mall pelayanan publik dianggap lebih baik/unggul dari yang

pernah ada sebelumnya .Dalam sebuah inovasi tentu diciptakan bedasarkan

dari pengalaman sebelumnya yang dimana tentunya harus di pahami apa yang

.
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dibuat karena sektor publik tentunya akan selalu di hadapkan pada kebutuhan
masyarakat yang semakin hari semakin berkembang,
Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantaeng selaku pembuat

kebijakan tentunya harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan warganya
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ataupun kekurangan-kekurangan dalam inovasi yang ada sebelumnya.
Tentunya pemerintah dalam di tuntut untuk selalu berkreativitas dalam

menciptakan suatu inovasi dalam berbagai bentuk terutama inovasi pelayanan

publik sehingga inovasi yang di hasilkan nanti dapat memberikan keuntungan
ataupun keunggulan bagi masyarakat itu sendiri selaku pengguna apakah dari
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam hal keunggulan mall

pelayanan publik ini di dukung oleh Bapak IS selaku Sub unit program dan
informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) bahwa:
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“kitakan di sini memiliki beberapa layanan yang di siapkan oleh hampir
semua instansi sebagai perwakilan instansi pemerintah Kabupaten
Bantaeng, schingga masyarakat pengguna layanan tidak mesti bolak-
balik lagi ke instasi terkait yang bisa di bilang jaraknya agak lumayan
jauh™. (hasil wawancara dengan IS pada tanggal 18 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa kebijakan ini memiliki

keunggulan yang di mana kebijakan mall pelayanan publik ini masyarakat

dapat memangkas waktu dan tenaga dalam melakukan proses pelayanan yang

ketimbang sebelum inovasi ini hadir begitupun yang di alami oleh masyarakat
bapak RM selaku penguna jasa di mall pelayanan publik ini mengatakan
bahwa :
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*secara pribadi inovasi ini bagus karena kita tidak lagi bolak balik ke
satu instansi ke instansi lain, karena hampir semua layanan pemerintah
ada dalam satu gedung ini dan itu cukup mengurangi biaya transportasi
yang di keluar”.(hasil wawancara denga RM pada tanggal 1 maret
2021).

Pernyataaan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dalam hal
keunggulan mall pelayanan publik ini di dukung oleh salah satu masyarakat
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proses pelayanan. hadirnya mall peayanan publik ini selain menghemat
tenaga, biaya dan waktu juga dapat memutus terjadinya calo di kantor instas
pemerintahan Kabupaten Bantaeng dengan begitu akan memberikan ciri khas
tersendiri sehingga dengan mudahnya masyarakat dapal menggunakan




inovasi tersebut dan keunggulan tersebut dapat memberikan suatu hasil yang
baik schingga tujuan dari inovasi pelayanan di sektor publik tersebut dapat
tercapai.

. Kompatibilitas (compatibility)

Kompatibilitas (compatibility), yaitu inovasi sebaiknya mempunyai
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yang baru dibuat oleh instansi terkail apakah masih sesuai dengan standar
pelayanan yang sudah melekat dalam instansi tersebut. Berdasarkan hasil
wawancara dengan dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bapak MT yang menyatakan bahwa:
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“penerapan kebijakan ini di lakukan agar proses pelayanan vang di
proses pelayanan. Hal ini selaras dengan tagline Bantaeng Baik, Kita
Baik. Namanya baik yah pasti kita harus berusaha dalam melakukan
proses pelayanan yang baik, agar masyrakat dapat puas dengan inovasi
yang di hadirkan”. (Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 17
februri 2021).

Pernyataaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ({DPM-PTSP) dalam hal inovasi pelayana
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pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat. Hal tersebut
dikemukakan informan selaku masyarakat bapak RM Bahwa :

“sebelum hadimya kebijakan ini, kita masyarakat sangat tersiksa
apalagi ketika kita di pimpong-pimpong kiri kanan schingga memakan
waktu dan tenaga yang cukup banyak, namun ketika hadimya inovasi
ini saya selaku masyarakat sangat senang karean dalam melakakukan
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pelayanan lumayan cepat dan emat tenaga, ketimbang sebelum adanya
inovasi ini”.(hasil wawancara dengan RM pada tanggal 1 maret 2021).

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa
pelaksanaan dari inovasi mall pelayanan publik Kabupaten Bantaeng telah
mengacu pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Pelaksanaan dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan
tertib administrasi melalui -/Ae.- proses perizinan dan non
(<5 HUriay,
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perizinan. Pelaksanaa mengacu pada pelayanan
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perizianan dan non perizinan. Suatu inovasi yang ada pastinya memiliki
tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam mengimplementasi suatu
kebijakan. Kondisi ini tentunya akan memberikan efek bagi pengguna dalam
hal ini masyarakat karena dalam suatu inovasi baik yang sudah ada maupun

yang baru tentunya di tuntut untuk selalu memberikan kemudahan dan
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kenyamanan dalam mengakses atau menggunakan suatu kebijakan.

Akan tetapi suatu inovasi dapat dikatakan sulit atau tidaknya tergantung
dari pemahaman masyarakat apakah mengerti dengan inovasi tersebut dari
segi mekanismenya atau pun dari segi prosedur pelaksanaannya. Dalam hal

ini sektor organisasi publik selaku dari penanggung jawab dalam pemenuhan

Biasanya suatu produk inovasi yang diciptakan oleh orang lain ataupun
suatu  instansi menyembunyikan banyak rahasia penting dalam
pelaksanaanya, jadi dengan kondisi seperti itu tentunya akan sulit untuk orang
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lain untuk meniru maupun mengadopsi suatu inovasi, dan secara adaptasi

baik waktu dan tempat akan sulit untuk diimplementasikan suatu program.
beberapa inovasi tentu ada yang dengan mudahnya dapat dipahami

ataupun digunakan ada juga yang sebaliknya semakin sulit untuk dipahami

dan dimenegerti maka semakin lama suatu inovasi dapat di adopsi. Dalam hal

/Illn-r\‘\“

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan meunjukan bahwa
dalam melaksanakan inovasi ini tidak ada hambatan yang sangat seknifikan
akan tetapi dengan munculnya wabah penyakit covid-19 ini menjadai
hambatan yang tak terduga oleh pemerintah Pusat terkhususnya pemerintah

——]
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Kabupaten Bantaeng.pernyataan senada juga di sampaikan oleh Tbu RT
selaku Kasi Perencanaan dan Regulasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) bahwa:

“ia sebenarnya hampir tidak ada seandainya wabah covid-19 ini tidak

ada, dengan karena masyarakat sangat menyambut inovasi ini yang di
anggapnya bisa memudahkan dan cepat dalam melakukan proses

pelaynnan, tapi mwd ini muncul _]udl kita ]:uarua berpiklf keras

pada masyarakat saat i qun  saat ini Kita tetap berusaha
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam menjalankan
inovasi kebijakan ini lebih kepada wabah virus-19 dan kesadaran masyarakat

yang masih kurang dalam menjaga atau memanimalisir penyebaan covid-19




di Kabupaten Bantaeng sehingga pelayanan di mall pelayanan publik sedikit
terganggu dalam pelaksanaannya.

Dalam sebuah inovasi tingkat kesulitan tentunya tergantung dari
kemampuan sumber daya yang ada di instansi terkait selaku pelaksana karena

tidak akan jalan suatu inovasi jika yang bertindak selaku pelaksana di mall
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tentunya memiliki penilaian tersendiri terkait sejauh mana tingkat kesulitan
dari inovasi mall pelayanan publik ini yang mengatakan bahwa:

“untuk kesulitan bagi saya hanya covid-19 ini karena hampir semua
pelayanana yang ada di Bantaeng ada di mall pelayanana publik
schingga di berlakukan shif staf dalam melakukan layanan kepada
masyarakat, jadi agak terganggu pelayanannya meskipun dalam kondisi




seperti ini bisa di katakan cukup baik dalam hal pelayanan™.(hasil
wawancara dengan RN pada tanggal | mare 2021),

Bedasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan
bahwa kesulitan ataupun kerumitan dari inovasi tersebut selaku pengguna
jasa pelayanan mempunyai kesulitan tersendiri akibat wabah virus covid-19
baik secara pelaksanaanya maupun dari segi kemampuan sumber daya
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avid-19
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suatu inovasi harus dapat diuji dan dicoba apakah sasaran inovasi ini telah
merasakan keunggulan dari hadirnya inovasi tersebut, dan berguna untuk
perbaikan di masa yang akan datang.

Uji coba sebelum dilaksanakan juga dilakukan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebelum




62

menerapakan inovasinya ke pengguna layanan, Dalam hal ini inovasi mall
pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) melakukan pengajuan, penganggaran, serta pelatihan dan
pendampingan untuk mengujinya. Uji coba ini dilakukan untuk melihat
kesiapan sumber daya, system, dan fasilitas yang tersedia. Namun, dalam
prakteknya membutuhkan jangkawaktu secara berkala. Berikut kutipan
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sebelum menerapakan inovasinya ke pengguna layanan. Dalam hal ini mall
pelayanan publik , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bantacng melakukan pengajuan,

penganggaran, serta pelatihan dan pendampingan untuk mengujinya. Uji coba
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ini dilakukan untuk melihat kesiapan sumber daya, system, dan fasilitas yang
tersedia. Pada saat itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bantaeng melakukan sosialisasi tentang
adanya inovasi mall pelayanan publik selama dua minggu. selama sosialisasi
tersebut, masyarakat yang sedang mengurus perizinan dan non perizinan
diperkenalkan apa itu mall pelayanéin publikdan juga memberitahukan bahwa
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“sebelum dilakukan penerapan kebijakan mall pelayanan publik ini di
Kabupaten Bantaeng pihak DPM-PTSP melakukan sosialisasi dulu
kepada setiap masyarakat yang datang kekantor untuk mengurus izin,
dan memperkenalkan seperti apa mall pablik itu, kami juga melakukan
sosialisasi dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecematan
dan tentunya kita melakukan penyebaran informasi melalui sosial
media.kita menyampaikan bahwa pengurusan surat perizinan dan non
perizinan sudah di tempatkan di mall pelayanan publik Dan




memeberikan pemahama kepada masyarakat bahwa inovasi ini sangat
efesian karena mengurai biaya dan tenaga yang di keluarkan™. (hasil
wawancara dengan RT pada tanggal 20 Februari 2021).

Berdasarkan wawancara dengan informan di ats mengatakan bahwa
kebijakan ini sudah di uji coba dan di perkenalkan kepada masyarakat luas
melalui sosialisasi yang di lakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

ini sudah sedikit menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pelayanan publik
yang masih tergolong ribet.
5. Kemampuan diamati (observability)

Kemampuan diamati (observability), yang dimaksud dalam penelitian
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yaitu inovasi mall pelayanan publik dalam pelayanan perizinan dan non
perizinan di DPM-PTSP Kabupaten Bantaeng memiliki hasil yang dapat
terlihat dalam pelaksanaanya secara efektif. untuk menciptakan suatu inovasi
para pelaku kebijakan dalam hal ini pemerintah selaku bagian dari organisasi

publik untuk melihat apa yang menjadi suatu masalah dan di identifikasi
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untuk di adopsi. Secara umum suatu inovasi diciptakan atas dasar untuk
perbaikan dalam suatu pelayanan baik dari pihak swasta maupun dari pihak
yang lainnya. Dalam hal ini mall pelayanan publik ini tujuannya dibuainya
ataupun diciptakan ini karena bagian dari perbaikan pada pelayanan publik




dihadirkan untuk semakin mempermudah pelayanan masyarakat di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Terkait

dengan inovasi pelayanan ini atau inovasi yang sudah ada sebelum-belumnya

pengimplementasikannya dalam inovasi tidak terlihat oleh masyarakat
schingga kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui tentang adanya suatu
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‘ Penanams Pelaydian | Tern ntu  (DPM-PTSP)

publik ini sedikit
membantu jawaban masyarakat tentang pelayanan publik dan membantu
menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pelayanan publik. Hal senada juga

di sampaikan oleh ibu FT Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kabupaten Bantaeng yang menyatakan bahwa:

“kalau tanggapan masyarakat sebenarnya bagus, karena kebanyakan
dari masyarakat merasa tertolong dengan adanya inovasi ini terutama
yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga dengan adanya inovasi
ini masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya dan tenanga vang
lumayan bauyak,kanmcukupdatangsqinkamﬂﬂm: sudah di sediakan
layanan hampir semua instasi perintahan dlKabupatmEantamglmada
di sini dan siap melayani masvaraka

mertujuan salah satunys
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas mengatakan
bahwa kehadiran mall pelayanan publik baginya ini sangat membantu
masyarakat dalam melakukan prose perizinan dan non perzinan di di
kabupaten Bantaeng ini karena lebih mudah dalam melakuakan proses

pelayanannya dan simple.




Bedasarkan hasil penelitian dan observasi, maka penulis berpendapat
bahwa kemampuan untuk diamati dari suatu inovasi merupakan bagian yang
sangat penting dalam menilai suatu inovasi. Dengan mall pelayanan publik ini
dari segi praktek di lapangan atau hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat
dapat terlihat secara nyata, ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam

praktiknya inovasi bagi masyars selaku pengguna layanan merupakan
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dan public tidak di
ig karena kondisi

wﬂaynh yang membuat itu, dan pemahaman karakter pegawai terhadap
mall pelayanan publik itu seperti apa, itu yang menjadi kendala.”. (hasil
wawancara dengan bapak MT, pada tanggal 17 Februari 2021).

di lihat dari hasil wawancara di atas yang di lakukan oleh peneliti

kepada informan dapat dilihat bahwa masih kurangnya kesiapan pemerintah

dalam menyambut inovasi-inovasi yang baru seperti mall pelayanan publik
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dikarenakan banyak faktor penghambat yang menjadi tanggung jawab besar
pemerintah dacrah Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan inovasi ini yaitu
kondisi keuangan dalam menjalakan inovasi ini serta masyarakat belum siap
dalam menghadapi inovasi pelayanan Kabupaten Bantaeng.

Bapak IS selaku sub unit program dan informasi Dinas Penanaman

Kabupaten Bantaeng ibu RT mengatakan dalam hasil wawancara dengan
penulis bahwa :
“pengimplementasian inovasi kebijakan pelayanan public ini juga

terpengaruhi oleh adanya pandemic covid 19, sehingga seluruh yang di
rencanakan pada tahap inovasi terkait pelayanan di mall pelayanan
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publik di perbaharui mengikuti kondisi saat ini". (hasil wawancara pada
18 februari 2020 )

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di lihat bahwa covidl9
menjadi ancaman berat bagi pemerintah dalam meningkatkan proses
pelayanan yang baik. Pernyataan di atas di dukun oleh ibu FT selaku Kabid

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PM Dinas Penanaman Modal dan
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! ANE 52 aik, hanya saja inovasi ini
masih kurang efekufkmpmulﬂm gadmgnynynngbmad;angg&p
kurang maksimal dalam menerapkan kebijakan ini, hasilnya masih
banyak instasi pemerintahan vang belum masuk di mall pelayanan
public di Kab Bantaeng”.(hasil wawancara dengan RN pada tanggal |
mare 2021).

Dari hasil wawancara di atas atas dapat di lihat bahwa pemilihan
Gedung yang di lakukan oleh pemerintah masih kurang efektif karena
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lokasinya yang terbilang agak sempit meskipun agak mudah di jangkau oleh
masyarakat dalam mengimplementasikan kebiakan vyang di keluarkan
pemerintah Kab Bantaeng.

Peneliti juga mewawncarai salah satu masyarakat yang bernisial RM

yang ada di mall pelayanan public yang mengatakan bahwa:

covid-19, W&E&upun
akat yang sengaja tidak

!

Kementrerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN-RB) No.23 Tahun 2017 Tentang penyelaggaraan mall
pelayanan publik.

Mall pelayanan ini merupakan inovasi tahap ketiga dari Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih dahulu hadir di indonesia untuk
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memperbaiki sistem pelayanan. Kehadiran mall pelayanan publik ini di
harapakan dapat membantu masyarakat dalam melakukan proses perizinan

maupun non perizinan,

Mall pelayanan publik ini merupakaan trobasan pemerintah pusat yang
terapkan pada setiap daerah provensi/kabupaten kota yang telah di uji coba

at dalam inovasi
ingkal keuggulan
atau kemanfaatan suatu inovasi dapat di ukur berdasarkan nilai
‘ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau

karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin

menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi. Dalam
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hal inovasi sektor publik, keunggulan berkenaan dengan bagaimana
kebijakan inovasi yang di hadirkan tersebut memiliki keunggulan pada

organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan inovasi

pemerintah, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan
bagaimana struktur organisasi pelaksana inovasi. keunggulan berkaitan
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publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan
memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang
dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam

pelayanan masyarakat. Inovasi juga sebaliknya mempunyai sifat
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kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal ini
dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja
selain karena alasan faktor biaya yang sedikit namun juga inovasi yang
lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru. Selain itudapat

memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi
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proses pelayanan yang cukup rumit
3. Kerumitan
Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat

kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
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Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru
dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi
masalah yang penting. Menurut Rogers Inovasi dalam (Fatonah & Afifi,
2008) adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu

atau unit adopsi lainnya. Itu tidak terlalu penting, sejauh menyangkut
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keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.
Schingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik dimana
setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas

dari sebuah inovasi.
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Holvorsen pun menyatakan bahwa tidak ada satupun definisi yang

mampu memberikan pemahaman inovasi di dalam evolusi yang konstan.
Inovasi merupakan proses pemikiran dan pengimplementasisan suatu
gagasan yang memiliki unsur kebaruan (Novelty) dan kemanfaatan
(expediency). LAN, Mulyadi, dkk, (Atthahara, 2018).

kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan.

Dengan mall pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng dari segi
praktek di lapangan atau hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat
dapat terlihat secara nyata, ini menunjukkan bahwa peran masyarakat




merupakan bagian atau penentu dalam menilai inovasi mall pelayanan
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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab
sebelumnya inovasi pemerintah pada mall pelayanan publik di masa pandemi
covid-19 di Kabupaten Bantaefig maka penulis mengambil kesimpulan dari
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Merangkul hampir semua instasi penyedia layanan yang ada di Kabupaten
Bantaeng dapat memangkas panjang proses pelayanan yang di sajikan oleh

pemerintah Kabupaten Bantaeng.
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2. faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu sempitnya lokasi mall
pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng yang menjadi kendala yang
mengakibatkan tidak semua instansi pemerintah peneyedia layanan yang
bergabung pada mall pelayanan publik, di tambah lagi munculnya wabah

penyakit covid-19 di indonesia yang mengakibatkan tersendaknya atau
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bawah gedung Mall pelayanan publik.
3. Dinas penamana modal terpadu satu pintu atau pemerintah yang terkait

harus lebih memperhatikan masyarakat pengguna layanan agar lebih




mematuhi protokol kesehatan agar penularan covid-19 dapat di manimalisir
penyebarannya
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